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ABSTRAK

Penvelesaian  Perselisiban  Perhuruhan  melalui  Panitia  Penvelesaian
Persclisihan Perburuhan (P4) kurang dapat memberikan perlindungan hukum dac
sepi proses penyelesaian sengketa mavpun pelaksanmaan putusannya. Lahimya UL
Moo 2 Tahun 2004 Tentang Penyclesaizn Perselisihan Hubungan Indusinal yang
menghapus  keberadaan P4 diatur mekanisme dalam penyelesaian  perselisihan
hubungan industrial, vakni melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan di luar
Pengadilan. Hukum acara yang berlaku pada PH1 adalab Hukum Acara Perdata.

Y ung menjadi permasalahan disini adalah prosedur penyelesaian perselisiban
perburuhan berdasarkan UL Na, 22 Tahun 1957 dan UU No. 2 Tahun 20045 svarat-
syaral  penyelesaian  persclisihan  perburuhan dapat dilaksanakan oleh P4 dan
Penpadilan Hubungan Industrial; pelaksanaan putusan P4 Dacrah Propinsi Sumatera
Barat dan kendala-kendala vang dihadapi.

Metode Penelitizn yang dipunakan dalam penulisan skripsi ini adalal vuridis
sosiologis  vaitu mempelajari paraturan perundang-undangan dan kernudian
membandingkannya dengan pelaksanannya di lapangan. Sumber datanya adalah dato
primer dan data sekunder. Data primer adalab data vang vang diperoleh langsung dari
pejabar pada tempat penclitian sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian
langsung di lapangan, Data sekunder adalabh data vang diperoleh melalui studi
dokumen wvaitu penelitian vang dilakukan atau ditujukan hanva pada peraturan-
peraturan yang tertulis dan buku-buku vang berkaitan dengan hal tersebut,

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian
perselisihan perburuhan berdasarkan UL No, 22 Tabun 1957 di kota Padang adalah
melalui musvawarab (Bipartit), penyelesaian oleh Dewan / Jurn Pemissh {arbitrase),
pegawai perantara, P4 Dacrah Propinsi Sumatera Barat dan P4 Pusal. Prosedur
penvelespian peeselisihan hubungan industrial berdasarkan UL Moo 2 Tahun 2004
adalah pupatan diajukan kepada Penpadilan Hubungan Industrial vang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja [ bursh bekerja. Gugatan barus melampirkan
riszlah  penvelesaian  melalui mediasi atau  konsiliasi. Mengenai  syaral-svarat
penveleszian perselisiban perburuhen depat dilaksanakan oleh P4 harus sesua dengan
Pasal 2, 3, 4 dan Pasal & UL Wo. 22 Tahun 19537, Syarat-svaral penyelessian
perselisiban hubugan  industrial dapat dilaksanakan oleh Penpadilan  Hubungan
Inclustrial harus sesuai dengan Pasal 81, 82, 83 dan Pasal 84 UL Mo, 2 Tahun 2004,
Kendala dalam peralihan penyclesaian perselisihan perburuhan dari P4 ke Pengadilan
Hubungan Industrial tecletak pada masih lermahnyva sosialisasi masalab il pada
masyarakat,



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dalam melaksanakan segala aktifitas perusahsan atau yang disznakan
dengan perusahazn dibutuhkan karvawan / pegawai / pekerja ( buruh untuk
membaniu kelancaran dalam ruang lingkup manajemen perusahaan tersebut
sesual visi, misi vang sudah ditetapkan sehingga tercapai tujuan vang dicita-cita
lan. Dalam hal iri tjuan vang hendak dicapai adalah untuk mencari keuntungan
vang sehesar-hesarnya bagi kemajuan peruszhaan, kesejahteraan bersama dan
terpelihara eksistenst perusahann dengan kinerja vang baik..

Manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh scorang manager,
vang menempatkan pekerja sebagal pibak vang selalu dapat distur bisa disebut
suaty hubungan industrial. Mamun tidak sekedar itu saja hubungan industrial juga
meliputi fenomena baik didalam maupun diluar tempat kerja yang berkaitan
dengan  penempatan dan  pengaturan hubunpan kerja.! Dalam  hubungan
perburnhan atau hubungan industrial hisa saja terjadi perselisiban ataupun
perteniangan antara pengusaha alou aabungan pengusaba dengan pekerja/burub
atau serikal pekerja’serikat burub karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai hubungan kerja. syarat-syaril kerja. adanya pelanggaran terhadap

aturan yang telah disepakali bersama antara buruh dan majikan. melakukan PHE

U Lalu Husni, Peevelesaian Perselivthoan Hubungas Tndusiriad Metnl Pengaditan dan Diltar
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(Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap buruh secara tidak patut. Perselisihan ini
disebut dengan perselisihan hubungan perburuhan atau hubungan industrial.

Dengan adanya perselisihan-perselisihan yang bisa saja tegadi didalam
saty perusahaan antara majikan dengan buruh dalam hubungan perburuhan s
bubungan industrial tersebut, diperlukan mekanisme penvelesaian. sehingpa
adanya jaminan hukum dan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan yaitu
dengan adanya suaty persturan  (Undang-Undang) vang  khusus  mengatur
hubungan antara majikan dan buruh dan aia cara penvelesaian perselisihan
perburuhan. Di Indonesia untuk pertama kalinya diundangkanlah Undang-Undang
Daruerat Republik Indonesis No. 16 Tahun 1951 kemudian diganti dengan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Temtang Penyelesaian  Perselisiban
Perburuhan dan Undang-Undang Mo, 12 Tahun 1964 tentang  pemutusan
hubungan kerja di perusahaan swasta.

Dalam Pasal 1 avat (1) huruf a Undang-Usndang No, 22 Tahun 1957 vang
dikatakan buruh ialab “Darangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima
upah”. Kemudian Dalam Pasal 1T ayat (1) homuf b yang disebul majikan ialah
“orang atau badan hukum vang mempekerjakan buruh”, Selanjutnya Dalam Pasal
| Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ yang disebu persclisihan  perburuhan  ialah
“Pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh
atau gabungan serikal buruh berhubung denpan tidak adanva persespaian paham
mengenal hubungan Kerja. syarat-syarat kerja danfatau keadaan perburuban”,

[ralam menvelesaikan perselisihan perburuhan di dacrah menurut Pasal 3

ayat (1} Undang-Undang Mo, 22 Tahun 1957 dibentuklah panitis-panitia daerah di
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wempat-tempat yang ditetapkan oleh menteri perburuban. Panitia dacrab tersebut
merupakan  Panita Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Daerab (P4,
Kemudian adanya panitia pusat vang bertupas melakukan pemeriksaan ulangan
echadap keputusan panitia daerah jika salah sa pihak yang  bherselisih
memintakan pemeriksaan wlanpan pada panitia pusat vaity dinvatakan pada
paniters panitia daerah yang bersanpgkutan. vang mencatainyy dalam daftar yang
disediakan  dan meneruskannya ke panitin pusat disertal  surat-sural  yang
herbubungan dengan perkaranya,

Kemudian panitia pusat dapat menarik suatu perselisihan perburuhan dan
tangan peeawai/panitia daerah untuk disclesaikan, bila perselisihan perburuhan itu
menuryl pendapat panitia pusal dapat membahavakan Kepentingan negara alau
kepentingan umum, peparikan tersebut dibertahukan kepada pepawai/panitia
daerah serta pihak-pibak vang berselisih. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2)
dan (3} Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, NMamun dalam hal putusan panitia
pusat, Menteri Perburuhan dapat membatalkan atan menunda pelaksansan suatu
putusan panitia pusat, jika hal itu dipandang perlu untuk memelihara ketertiban
umum serta melindungi kepentingan-Kepentingan negara.

Seiring  perkembangan  zaman  hubungan perburuhan  au hubungan
industrial vang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu divwujudkan secara
optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam era indusirialisasi. masalah
perselisiban hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks,
sehingea diperlukan institusi dan mekanisme penvelesaian perselisiban hubungan

industrial vang cepat. tepat, adil, dan murah. Kemudian Undang-Lndang Mo, 22
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Tahun 1957 Tentang penvelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang
Mo, |2 Tabun 1964 Tentang pemutusan hubungsn kens di perusshaan Swosto
swlah tidak sesuai lagi dengan kebuiuban masyarakar,  maka perlu adanya
Undang-Undang baru untek menggantinya. Maka disabkan dan diundangkan
Undang-Undang Mo, 2 Tahun 2004 Tentang Penvelesaian Perselisihan [ubungan
Industrial pada tanggal 14 Januart 2004 di Jakarta, dan muola berlaka 1 {sat)
tahun setelah diundangkan, Maka tenadilabh peralithan penyelesaian perselisihan
perburuhan ataupun peralihan fungsi dar: Panitia Penyelesasian Perselisihan
Perburuhan ke Pengadilan Hubungan Industrial. karena dengan ditetapkannya
Undang-Undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan  Industrial  yang
merupakan Pengadilan Khosus vang berada pada linghkungan Peradilan Unmuam.
Sudah 33 (1iga pulub tiga) Pengadilan Hubungan Industeial di Indonesia yang
diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung BRI Bapak Prof.Dir.H Bagir Manan. 5H.
MCL. secara simbolis di Penpadilan Hubungan Industrial Kota Padang pada
tanggal 14 Januan 2006,

Melalui Undang-Undang Moo 2 Tahun 2004 kewenangan tersebut
dikembalikan kepada Pengadilan MNegeri (Pengadilan Hubungan Industrial)
sebagai peradilan tingkat pertama, Para pihak vang tidak puas dapat mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung, I dalam Pasal [ ayat (1) UL Mo, 2 Tabun 2004
vang dimaksud Perselisiban Hubungan Industrial adalah
* Perbedasn pendapal vang mengakibatkan perteniangan amara pengusaba atau
gabungan pengusaba dengan pekenaburuh atau senikat pekerjasenkat buruch
karcna adanya perselisiban mengenal bak. perselisthan kepentingan. perselisihan

pemutusan hubungan kerja don perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam salu perusahaan =
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Proscdur penyelesaian perselisiban perburuhan dalam ketentuan P4D Proping

Sumatera Barat berdasarkan UU No. 22 Tabhun 1937 meliputi ; Penyelesaian

-oleh kedua belah pihak (Bipartit) / Melalui musyawarah,;Penyelesaian oleh

Dowan / Jurn Pemisah (Arbitrase); Penyelesaian oleh Pegawai Perantara:
Penyelesaian oleh PA1Y, Penyelesmian oleh PP4-Pusat. Sedangkan Prosedur
penyelesaian perselisthan perburvhan dalam ketentvan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negen Padang berdasarkan Undang-Lindang Na. 2
Tahun 2004 meliputiz Pepyelesasian pada Peppgadilan Hubungan Industrial
dimana Gugatan perselisiban hubungan industeal diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial yang dacrah hukumnya meliputi tempat Pekerja‘burah
bekerja, Pengajuan pugatan dimaksud harus melampirkan nsalah penyelesaan
melalui mediasi atau konsolins, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wapib
mengembalikan kepada pilak penggugat apabila pugatan tidak melampirkan
risalah penyvelesaian melalul mediasi ataw konsiliasi: Kemudian Penyelesaian
Perselisihan Melalui MA dimana Putusan Pengadilan Hubunpan industrial
mengenai  perselisthan hak dan  perselisthan  pemutusan  bubungan kerja
mempunyal kekuatan hukum fetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi
kepada MA dalam wakiu selambat-lambatnya 14 hari kerja. terhitung bagi
pibak vang hadir, sejak putusan dibacakan oleh sidang Majelis Hakim dan

bagi pibak vang tidak hadir, sejak tanggal menerima pemberitahusan putusan.
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